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Merenungkan Perjuangan Pahlawan Kemanusiaan

KABAR duka harus dihadapi
bangsa ini. Tim Mitigasi Pengurus
Besar |katan Dokter Indonesia (PB-
IDI) untuk pandemi Covid-19 men-
catat 115 dokter di Indonesia me-
ninggal akibat Covid-19. Dengan
rincian, dokter umum 57, dokter
spesialis 51 dan dan tujuh lainnya
guru besar. Jumlah ini masih belum
mencatat dokter gigi dan perawat
yang meninggal akibat Covid-19.
(KR, 13/9) Tingginya angka ini
membuat Indonesia disebut Am-
nesty Internasional yang dikutip pel-
bagai media sebagai negara de-
ngan angka kematian tenaga kese-
hatan terbanyak, semasa wabah
ini.

Rentetan duka ini terjadi sejak
Maret, 6 bulan silam. Angka gugur-
nya para dokter terus bergerak dan
merangkak naik jumlahnya, mengir-
ing terus meningkanya jumlah
masyarakat yang terpapar covid.
Dan update data resmi PB IDI ini
seakan menjadi jawaban jelas bagi
yang sempat meragukan angka
yang dilansir IDI di masa pandemi
Covid-19.

Data ini mengharuskan kita
memahami ada kerugian besar
Bangsa Indonesia. Hanya dalam
waktu 6 bulan sejak wabah terjadi,
Indonesia sudah kehilangan 115
dokter. Sebuah angka yang sangat
luar biasa. Merujuk data Kemen-
terian Kesehatan 2019, jumlah dok-
ter umum dan spesialis yang terse-
bar seluruh provinsi di Indonesia se-
banyak 90.448, sedangkan dokter
gigi 16.559. Sementara jumlah pen-
duduk Indonesia 267 juta.

Berdasar data Bank Dunia rasio
dokter di Indonesia juga masih sa-
ngat rendah, hanya 0,4 per 1.000
penduduk. Atau, hanya ada 4 dok-
ter untuk melayanai 10 ribu orang.
Sungguh miris, di Asia Tenggara,
angka ini hanya menang dari
Kamboja. Artinya, kehilangan 115
dokter tentu sangat berarti bagi

sekian ratus ribu penduduk. Diban-
ding rasio dokter di Malaysia yang
15 dokter per 1.000 penduduk,
angkanya menjadi jauh. Sementara
Indonesia juga masih menghadapi
masalah persebaran dokter yang
tidak merata.

Memang tidak semudah memba-
likkan tangan menghadirkan sseo-
rang dokter apalagi spesialis. Untuk
mendidik seorang dokter umum,
secara normal memerlukan waktu
sekitar 6 tahun. Biaya pendidikan
total minimal Rp 130 juta meski da-
lam realita angka tersebut bisa
berlipat. Ini tidak termasuk biaya
masuk ketika diterima di Fakultas
Kedokteran. Belum lagi untuk men-
jadi seorang spesialis, perlu waktu
selama 8 semester, 4 tahun. Arti-
nya, menjadi seorang dokter spesi-
alis perlu waktu paling tidak 10 ta-
hun. Dan biayanya? Tentu lebih ba-
nyak lagi dari menjadi seorang dok-
ter umum.

Gugurnya 115 dokter ini adalah
sebuah kerugian Indonesia juga da-
lam hal investasi sumberdaya
manusia (SDM) bidang kesehatan.
Dan sejatinya saat ini kita meng-
hadapi problem serius. Bergu-
gurannya tenaga kesehatan bisa
berdampak pada penurunan angka
kesembuhan. Padahal, wabah be-
lum selesai. Laju persebaran masih
belum bisa dikendalikan. Semen-
tara, kita sudah kehilangan banyak
dokter dan tenaga kesehatan yang
idealnya merupakan garda terakhir
namun harus menjadi garda terde-
pan.

Artinya, di masa depan persoalan
serius ini harus mendapat perhatian
semua pihak : pemerintah dan juga
masyarakat. Sesuai porsi, kedua-
nya harus menyadari bila masalah
promotif dan preventif kesehatan
sangat penting dan utama. Mari kita
pikirkan, sekaligus merenungkan
perjuangan serta dedikasi para Pah-
lawan Kemanusiaan Covid-19. [

tanggung jawab penulis.

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikiim ke kantor
Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42
Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau
melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi
atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi

Rangkaian Kegiatan Hari Kontrasepsi Sedunia

PERINGATAN Hari Kontrasepsi
Sedunia (Harkona) Tahun 2020, Sabtu,
26 September berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya yang seakan ber-
lalu tanpa makna. Tahun ini, Badan
Kependudukan dan Keluarga Beren-
cana Nasional (BKKBN) Pusat betul-
betul memanfaatkan momentum pe-
ringatan ini untuk meningkatkan kinerja
dan capaian program Bangga Kenca-
na. Apalagi dalam beberapa bulan ter-
akhir semenjak adanya pandemi Co-
vid-19 capaian program Bangga Ken-
cana mengalami penurunan cukup ta-
jam, terutama capaian kesertaan KB
Baru.

Berbagai kegiatan telah disiapkan
oleh BKKBN, baik yang terkait dengan
pelayanan KB maupun kegiatan lain-
nya yang berhubungan dengan pro-
gram Bangga Kencana. Beberapa
kegiatan yang telah dan sedang dilak-
sanakan saat ini oleh BKKBN di an-
taranya Launching Aplikasi Klik KB,
Senin (17/8), Webinar Series: Gyne-
cology Practice for General Practitioner
(GP4GP) serta Bulan Pelayanan KB
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP) yang dilaksanakan 18 Agustus
hingga 19 September 2020 dengan
penyampaian laporan capaian layanan
dilakukan setiap hari. Selain itu dalam
waktu yang sama (Agustus-Sep-
tember) akan diberikan sertifikasi kom-
petensi bagi bidan terlatih yang belum
mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pada 10 September 2020, BKKBN
juga telah melaksanakan Lomba
Covering Jingle Berencana itu Keren.
Sementara pada 18 September 2020

mendatang akan dilaksanakan Lomba
Senam Sajojo yang diikuti oleh seluruh
Perwakilan BKKBN Provinsi se-
Indonesia dan Dinas PPAP DKI Ja-
karta yang dilanjutkan dengan Senam
Sajojo Serentak oleh BKKBN Pusat,
seluruh perwakilan BKKBN Provinsi
serta Dinas PPAPP DKI Jakarta.

Sehari sebelumnya, Kamis (24/9)
Deputi KB KR bersama Peneliti
BKKBN dan UNFPA akan menyeleng-
garakan Webinar Indeks Kualitas
Pelayanan KB. Kemudian sehari se-
sudahnya, Jumat (25/9) BKKBN akan
melaksanakan Bakti Sosial Pelayanan
KB (IUD dan Implant) dan Empowering
Womenis Choices for the Next 60
Years APAC VirtualSummit (Virtual
Meeting: Kepala BKKBN) dan Sabtu
(26/9) yakni pada puncak peringatan
Hari Kontrasepsi Sedunia akan dilak-
sanakan Webinar dalam rangka Hari
Kontrasepsi Sedunia Tahun 2020 de-
ngan narasumber Kepala BKKBN,
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi
Indonesia (POGI) dan lkatan Bidan
Indonesia (IBI).

Rangkaian kegiatan tersebut perlu
diketahui oleh masyarakat luas agar
bisa berpartisipasi sesuai dengan kap-
asitasnya masing-masing. Sementara
bagi mitra kerja/stakeholder, kegiatan
ini akan mempererat kerja sama yang
selama ini telah dilakukan, sehingga
dapat semakin intensif bersinergi me-
ningkatkan capaian program Bangga
Kencana.

Drs Mardiya, Kepala Bidang Pengen-
dalian Penduduk Dinas PMD Dalduk
dan KB Kabupaten Kulonprogo.

Mencermati Penerapan Inpres 6/2020

BERBAGALI upaya terus dilakukan
untuk memastikan agar masyarakat taat
pada protokol kesehatan. Bagi warga
masyarakat, pelaku usaha, hingga pe-
ngelola dan penyelenggara acara di fasili-
tas umum yang tidak menerapkan pro-
tokol kesehatan secara ketat kini teran-
cam terkena sanksi. Melalui Instruksi
Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan dalam
Pencegahan dan Pengendalian Covid-19,
pemerintah telah mengatur sejumlah an-
caman sanksi bagi siapa pun yang
melanggar protokol Kesehatan. Mulai
dari penutupan tempat usaha yang
melanggar protokol kesehatan hingga
sanksi denda.

Sejumlah kewajiban yang diatur da-
lam Inpres baru ini meliputi penggu-
naan alat pelindung diri berupa
masker saat ke luar rumah atau berin-
teraksi dengan orang lain yang tidak
diketahui status kesehatannya. Dalam
Inpres 6/2020 juga diatur kewajiban
masyarakat membersihkan tangan se-
cara teratur, pembatasan interaksi
fisik, penyediaan sarana cuci tangan
pakai sabun yang mudah diakses dan
memenuhi standar. Juga penapisan
dan pemantauan kesehatan bagi seti-
ap orang yang beraktivitas, pembersih-
an dan disinfeksi lingkungan secara
berkala, dan lain-lain.

Harus Diuji

Untuk memastikan sejauhmana Inpres
6/2020 ini bakal berjalan efektif tentu
masih harus diuji waktu. Disadari bahwa
mengatur agar masyarakat senantiasa
mematuhi protokol kesehatan tidak se-
mudah membalik telapak tangan. Di ber-
bagai daerah, selama ini berbagai upaya
telah dilakukan pemda agar warga
masyarakat tidak melanggar protokol ke-
sehatan. Di Yogyakarta, misalnya, bagi
warga masyarakat yang melanggar pro-
tokol kesehatan akan disanksi sosial disu-
ruh menyapu tempat publik, bukan
sanksi ekonomi berupa denda.

Beberapa daerah menerapkan sanksi
sosial yang sifatnya unik. Di Sidoarjo,
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Bagong Suyanto

belum lama ini sebanyak 54 warga yang
tidak tidak mematuhi protokol kesehatan
dihukum berdoa dan merenung di
makam pasien Covid-19 di Pemakaman
Praloyo di kawasan Jalan Lingkar Timur
Sidoarjo-Jawa Timur. Di DKI Jakarta,
sanksi sosial yang diberlakukan bagi
pelanggar protokol kesehatan adalah
menyuruh pelanggar memilih sanksi,
mulai dari melakukan pengabdian

masyarakat, membayar denda atau
berbaring di peti mati. Berbagai bentuk
hukuman yang unik itu diberlakukan, se-
lain untuk menimbulkan efek jera, juga
sebagai referensi bagi warga masyarakat
lain agar tidak melakukan tindakan seru-
pa.

Apakah dengan penerapkan berbagai
ancaman sanksi kepada pelanggar pro-
tokol kesehatan lantas perilaku masya-
rakat menjadi lebih tertib dan disiplin?

Pendekatan Insentif

Idealnya, sebuah aturan seperti pro-
tokol kesehatan ditaati masyarakat dan
dapat terlaksana atas kekuatannya sen-
diri (self-enforcing). Namun, pada indi-
vidu-individu tertentu atau pada waktu-

waktu, daya self-enforcing dari aturan ini
seringkali lemah. Dalam berbagai kasus,
sering terjadi sebagian masyarakat justru
merasa bahwa dengan mentaati protokol
kesehatan itu malahan tidak rewarding;
bahkan sebaliknya mengalami kerugian.
Pada situasi di mana orang memperhi-
tungkan bahwa dengan melanggar atau
menyimpangi protokol kesehatan dia
malahan akan bisa memperoleh sesuatu
reward atau sesuatu keuntungan lain
yang lebih besar. Maka di dalam hal
demikian enforcement demi tegaknya nor-
ma, harus dijalankan dengan sarana
sesuatu kekuatan dari luar.

Ketika protokol kesehatan tidak self-
enforcing, sebagai gantinya harus
dipertahankan petugas kontrol sosial.
Dengan cara mengancam atau membe-
bankan sanksi-sanksi kepada mereka-
mereka yang terbukti melanggar atau
menyimpangi norma. Pada titik ini, ja-
ngan heran jika yang terjadi adalah
adu stamina dan 'main kucing-kucing-
an’.

Di luar soal ancaman sanksi, untuk
menegakkan protokol kesehatan dan
menjamin penerapan Inpres 6/2020 da-
pat berjalan efektif, ada baiknya jika
pemerintah juga mengatur pendekatan
yang memberi insentif bagi masya-
rakat yang telah menjalankan protokol
kesehatan. Dengan mengkombinasi-
kan pendekatan yang siftnya meng-

ancamkan sanksi dan pendekatan yang

berbasis insentif, mungkin penerapan

Inpres No 6/2020 akan dapat berjalan
lebih efektif.

*) Prof Dr Bagong Suyanto,

Sosiolog, Guru Besar FISIP Universitas

Airlangga

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisi-
pasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel
untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya
redaksi hanya menerima tulisan lewat email :
opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara
535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai
isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fo-
tocopy identitas. Terimakasih.

N-Ach, Menahan Laju Perkawinan Anak

DISPENSASI perkawinan anak bu-
kanlah satu-satunya alasan tingginya
perkawinan anak. Dispensasi yang
diberikan hakim berdasarkan Undang-
undang Perkawinan merupakan hilir dari
kompleksitas persoalan perkawinan
anak. Banyak persoalan hulu yang men-
jadi sebab masih tingginya perkawinan
anak, sehingga peran hakim dan undang-
undang belum tentu mujarab tanpa ber-
jalan usaha dari hulu.

Ada beberapa sebab pengapa perka-
winan anak masih terjadi. Sebab-sebab
dimaksud dapat dikelompokkan secara
umum menjadi dua, yakni: (1) sebab dari
anak, dan (2) sebab di luar anak. Adapun
sebab dari anak dapat dikelompokkan
menjadi dua, yakni: (1) karena tidak seko-
lah, dan (2) karena anak melakukan hu-
bungan seksual, bahkan karena hamil.
Dua sebab ini saling berhubungan.

Cukup Mandiri

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi
faktor terjadinya perkawinan anak dalam
dua bentuk. Pertama, anak putus seko-
lah, baik pada usia wajib sekolah maupun
di luarnya. Akibatnya, anak mengisi wak-
tu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah
bekerja anak sudah merasa cukup mandi-
ri. Sehingga merasa mampu untuk meng-
hidupi keluarga. Kedua, dalam keko-
songan waktu tanpa pekerjaan membuat
mereka melakukan hal-hal negatif yang
salah satunya menjalin hubungan dengan
lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup
kemungkinan mengakibatkan hamil di
luar nikah. Perlu dimaklumi anak yang
masuk perguruan tinggi yang masuk usia
kawin, hanya 7-8% dari seluruh pen-
duduk Indonesia.

Adapun sebab di luar anak adalah
pemahaman agama. Dalam kasus ini
orangtua tidak rela jika anaknya men-
jalin hubungan dengan lawan jenis tanpa
ikatan nikah, bisa jatuh zina. Dalam
rangka mencegah dari pelanggaran inilah
muncul perkawinan anak agar mereka

Khoiruddin Nasution

terhindar dari perbuatan tersebut.

Alasan ekonomi sebagai faktor perka-
winan anak dapat dilihat minimal dari
dua bentuk. Pertama, ekonomi orangtua
yang tidak mendukung anak sekolah
membuat anak bekerja dan merasa man-
diri, kemudian nikah. Bentuk kedua
adalah anak menganggur kemudian men-
jalin hubungan dengan lain jenis yang
mengakibatkan kehamilan. Alasan adat
atau budaya muncul dalam bentuk per-
jodohan atau khawatir anak disebut pe-
rawan tua.

Memiliki N-Ach

Need For Achievement atau N-Ach
diperkenalkan David McClelland (1987),
ahli psikologi sosial. Intinya menekankan
dorongan untuk berprestasi. Orang yang
memiliki N-Ach tinggi, memiliki sema-
ngat dan kebutuhan untuk berprestasi.
Kepuasan bekerja bukan hanya pada im-
balan hasil kerja, tetapi karena hasil kerja
yang baik, bermutu tinggi dan dapat
menyelesaikan tantangan berat.

Dengan  menumbuhkan

Pemerintah telah menyediakan berba-
gai program dalam rangka membangun
ketahanan keluarga. Baik yang bersifat
persiapan perkawinan dengan kursus
pra-nikah, kursus calon pengantin atau
kursus sejenisnya, maupun semasa
perkawinan. Demikian juga ada penyu-
luh dan program keluarga sakinah di
bawah Kementerian Agama. Sejalan de-
ngan itu ada juga penyuluh dan program
keluarga sejahtera di bawah Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKKBN.

Dengan demikian tidak berlebihan un-
tuk menyimpulkan bahwa banyaknya
permohonan dispensasi kawin menun-
jukkan belum berjalannya peran di hulu.
Karena itu peran hulu dan hilir sama-
sama membutuhkan pembenahan agar
masing-masing memainkan peran secara
baik dan optimal, sehingga perkawinan
anak pun dapat diatasi. O

*) Prof Dr Khoiruddin Nasution,
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, pengajar Fak. Hukum & MSI
UII Yogyakarta, serta Ketua Asosiasi
Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia

need for achievement sejak da-
ri pendidikan menengah ba-
wah (SLTP) diharapkan anak-
anak termotivasi bekerja
keras, berprestasi dan mampu
menyelesaikan tantangan be-
rat. Dengan motivasi ini pada
gilirannya dapat menunda
perkawinan mereka. Untuk
lahir dan tumbuhnya N-Ach,
idealnya dilakukan guru di
sekolah dan orangtua di ru-
mah. Namun peran orangtua
sangat tipis dapat diharap-
kan, karena kompetensi yang
lemah, kecuali orangtua ter-
didik. Karena itu peran seko-
lah harus maksimal, dan per-
lu masuk kurikulum.

PB IDI umumkan, 115 dokter meninggal aki-
bat Covid-19
-- Mereka adalah pahlawan kemanusiaan

ASN Wonosobo kembali kerja di rumah
-- Tak ada lagi alasan gaptek

Yogya cari tempat isolasi Covid-19
-- Pasti perlu dokter dan tenaga kese-
hatan pula
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